
BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak sebagai generasi muda merupakan sumber daya manusia yang 

memerlukan pembinaan dan perlindungan. Pembinaan dan perlindungan 

dalam bentuk mendapatkan pendidikan serta pelayanan baik bagi anak, 

melalui peranan orang tua dan lingkungan. Banyak anak mendapatkan 

pendidikannya dari apa yang mereka dengar, lihat, rasa dan pikir. Tidak 

sedikit pula, perilaku anak yang menyimpang hanya karena melihat teman 

sebaya atau lebih tua tanpa tahu hal tersebut benar atau salah. Karena ada anak 

yang belajar dari apa yang mereka tonton atau baca dari media massa. 

Sebagaimana yang tercantum dalam Hadist Nabi:  

ح�د�ثن�ا ح�اجب� ب�ن� لو�ل龵يد龵 ح�د�ثن�ا م�ح�م�د� ب�ن� ح�ر� ع�ن� لز�ب�ي�د龷龵 ع�ن� لز�ه�ر龷 خ�ب�ر�ني 

قا �س�و للَّه龵 ص�لَّى للَّه� ع�لي�ه龵  ا ي�قوس�ع龵يد� ب�ن� لم�س�ي�ب ع�ن� بي ه�ر�ي�ر� ن�ه� ك

م�ا �س�لَّم� م�ا م龵ن� م�و�لو� لَّا ي�ولد� ع�لى لف龵طر�龵 فأب�و�� ي�ه�و龷�نه龵 �ي�ن�ص龷ر�نه龵 �ي�م�ج龷س�انه龵 ك

َ ت�ن�ت�ج� لب�هيم�ة ب�هيم�ة ج�م�ع�اَ ه�ل ت�ح龵س�و ف龵يه�ا م龵ن� ثم� ي�قولا ب�و ه�ر�ي�ر� �قر�ُ  ج�د�ع�ا

 ١لآي�ة}ف龵طر� للَّه龵 لَّت龵ي فطر� لن�ا� ع�لي�ه�ا لا ت�ب�د龵يل ل龵خ�لق للَّه龵 {  ش龵ئت�م�
 

Artinya: Dari Hajib bin Walid dari Muhammad bin Harib dari Zubaidi dari 
Zuhri telah diberitakan kepadaku Sa'id bin Musaib dari Abi 
Hurairah “Sesungguhnya telah dikatakan bahwa Rasulullah SAW 
bersabda: Tidak dilahirkan seorang bayi kecuali dalam keadaan 
suci (Fitrah-Islami). Maka Ayah dan ibunyalah kelak yang 
menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi (penyembah api dan 
berhala). Sebagaimana binatang yang melahirkan beberapa anak. 

                                                
1Imam Abi Husaini al-Qusayri, Jami’ al-Shahih Muslim, (Baitul Libanon: Dar al-Fikri, 

1989), h. 52  
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Kasihanlah baginya ketika akan mati. Kemudian dikatakan oleh Abu 
Hurairah, fitrah Allah disebabkan dia telah menciptakan manusia 
menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah (HR. 
Muslim) 

 
 

Dari hadis di atas, dapat dipahami bahwa perlu adanya peranan orang 

tua dan lingkungan dalam menentukan kepribadian anak. Bahwa anak adalah 

tunas, potensi, sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki 

peran strategis, kelak mampu memikul tanggung jawab, serta mendapatkan 

kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara 

optimal, baik secara fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia. Maka 

perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan 

anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta 

adanya perlakuan tanpa deskriminasi.2 Anak yang kurang atau tidak 

mendapatkan perhatian secara fisik, mental maupun sosial sering berperilaku 

menyimpang. 

Kejahatan dalam kehidupan merupakan gejala sosial yang akan selalu 

dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan negara. Kenyataan telah 

membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah atau dikurangi, tetapi sulit 

diberantas secara tuntas. Antisipasi atas kejahatan tersebut dapat dilakukan 

dengan memfungsikan instrument hukum (pidana) secara efektif melalui 

penegakan hukum (law enforcement).3 

                                                
2UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, (Bandung: Fokusmedia, 2014),    

h. 54 
3Ibid., h. 2   
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Hukuman menurut bahasa Arab disebut ‘uqubah. Lafaz 'uqubah 

menurut bahasa berasal dari kata عقب yang sinonimnya  جا بعقبه  yang خلفه 

artinya mengiringinya dan datang dibelakangnya.4 Dalam pengertian lain 

`uqubah berasal dari lafaz جز سو بمافعل yang artinya membalasnya sesuai 

dengan apa yang dilakukannya. Dalam hal ini 'uqubah lahir dari segi dzatnya 

  artinya lahir karena adanya ganjaran atau suatu perbuatan jarimah.5 ,يتر بالجا

Jadi dapat disimpulkan bahwa lahirnya hukum karena adanya tindakan 

jarimah yang dilakukan. 

 
Melalui penegakan hukum diupayakan perilaku yang melanggar 

hukum ditanggulangi secara preventif maupun refresif. Maka suatu negara 

hukum, apabila seseorang melakukan suatu pelanggaran hukum, maka 

diberikan sanksi akibat yang dilakukannya. Salah satu lembaga yang 

berwenang menegakkan hukum adalah lembaga pemasyarakatan, yang 

merupakan suatu bentuk pemaksaan terlaksananya hukum. 

Anak-anak yang melanggar norma hukum dalam masyarakat dan 

melakukan tindak pidana dapat dijatuhi hukuman. Pasal 69 ayat 1 Undang-

Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ditegaskan 

bahwa “Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan 

ketentuan dalam Undang-Undang ini”. Terhadap anak nakal, dijatuhi pidana 

dan ditempatkan di Lembaga Permasyarakatan, yaitu pidana penjara, 

kurungan, dan tindakan menyerahkan kepada negara untuk mengikuti 

pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. 

                                                
4Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Azaz Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2004), h. 136  
5Muhammad Abu Zahrah, al-‘Uqubah, (Arab: Dar al-Fikr, t.th), h. 6  
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Anak-anak ini di akan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan anak 

(LAPAS Anak) seperti yang diamanatkan pasal 18 Undang-Undang No. 12 

Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan berbunyi “Anak didik pemasyarakatan 

ditempatkan Lembaga Pemasyarakatan Anak" yang harus terpisah dari orang 

dewasa. Namun apabila dalam suatu daerah belum terdapat lembaga 

pemasyarakatan anak, maka penempatan anak nakal ini akan dilaksanakan di 

lembaga pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa. 

Hal ini dilakukan karena sebahagian besar daerah di Indonesia belum 

memiliki lembaga pema-syarakatan khusus anak. 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 

telah mengatur tentang perlindungan khusus yang dapat diberikan terhadap 

anak yang berhadapan dengan hukum, lebih tepatnya diatur dalam pasal 59 

ayat 2 huruf b, sebagaimana dijelaskan bahwa “Pemerintah dan Lembaga 

Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan 

perlindungan khusus kepada anak, yang berhadapan dengan hukum”.6 

Perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum yang dimaksud 

dalam pasal ini dijelaskan dalam Pasal 64 Undang-Undang No. 35 Tahun 

2014 tentang Perlindungan Anak Dalam pasal 64 dinyatakan bentuk 

Perlindungan Khusus kepada anak yang berkonflik dengan hukum 

dilaksanakan melalui: 

1. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai 
dengan umurnya  

2. Pemisahan dari orang dewasa 
 

                                                
6UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Op. Cit, h. 70 
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3. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif 
4. Pemberlakuan kegiatan rekreasional 
5. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang 

kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya 
6. Penghidaran dari publikasi atas identitasnya, pemberian pendidikan, 

pemberian pelayanan kesehatan, dan pemberian hak lain sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 7  

 

Dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak ditegaskan bahwa Perlindungan anak bertujuan untuk 

menjamin dan melindungi anak hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 

berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan 

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasiss.8 

Selanjutnya Undang-Undang HAM 1999, UU RI No. 39 Tahun 1999, 

dalam Pasal 58 ayat 1 berbunyi:  

“Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari 
segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan 
buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau 
walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas 
pengasuhan anak tersebut”.9 
 

Penempatan anak di dalam sel di lembaga pemasyarakatan anak tidak 

berdasarkan masalah atau kasus yang dilakukan oleh anak pelaku tindak 

pidana anak. Akan tetapi penempatannya di lapas anak Tanjung Pati hanya 

berdasarkan tingkat umurnya saja. Jika penempatan anak pelaku tindak pidana 

di lapas anak Tanjung Pati hanya berdasarkan tingkat umurnya saja, maka 

yang akan terjadi adalah dimana, anak pelaku tindak pidana akan sangat 

                                                
7Ibid., h. 72 
8Ibid,  h. 54 
9UU HAM, 1999, Tentang Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001),  h.19  
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mudah mendapatkan informasi serta berbagi pengalaman dengan para anak 

pelaku tindak pidana yang lain. Sehingga bisa membuat karakter mereka 

menjadi kasar dan anti sosial, pada akhirnya merugikan diri sendiri, keluarga, 

dan masyarakat. Sehingga tidak sedikit anak-anak yang menjadi pelaku tindak 

pidana.10 Hal yang demikian biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu 

pelanggaran, bahkan sebagai suatu kejahatan.  

Penempatan warga binaan di Lapas Tanjung Pati terdiri dari dua blok. 

Blok A untuk anak pelaku tindak pidana dan blok B untuk narapidana Wanita 

Dewasa. Sering sekali mereka (anak-pelaku tindak pidana dan narapidana 

Wanita Dewasa) bertemu dan bahkan saling curhat di sebuah kantin yang 

berada dalam Lapas Tanjung Pati.  

Bertolak dari uraian tersebut di atas terlihat adanya beberapa 

permasalahan hukum dan hubungannya dengan perlindungan anak yang 

ditelaah dan dikaji secara luas serta mendasar. 

Sedangkan ketentuan dalam hukum Islam terhadap anak yang terlibat 

dalam suatu perbuatan hukum, dikenal dengan perbuatan jarimah. Adapun 

perbuatan jarimah yang dilakukan oleh anak-anak, belum terdapat aturan 

khusus dalam penyelesaiannya. Dalam Islampun juga belum dikenal dengan 

pidana penjara. Jarimah ta'zir bagi anak kecil yang belum digolongkan 

mukallaf (orang yang telah dibebani dengan syari’at Islam). Sebagaimana 

sabda Rasulullah SAW berikut ini:  

                                                
10Sumber Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Sumbar, Tanggal 

12-13 Desember 2008 
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ح�د�ثن�ا م�ح�م�د� ب�ن� ي�ح�ي�ى لقطع龵ى� لب�ص�ر� ح�د�ثن�ا بش�ر� ب�ن� ع�م�ر� ح�د�ثن�ا ه�م�ا� ع�ن� قت�ا� 

 龵س�و للَّه� َّ سلم- ع�ن لح�س�ن لب�ص�ر龷 ع�ن� ع�ل龵ى�  �ف龵ع� « قا  -صلى الله عليه 

ع�ن� ثلاثة� ع�ن لن�ائ龵م ح�ت�ى ي�س�ت�ي�ق龵ظ �ع�ن لص�بى龷 ح�ت�ى ي�ش龵ب� �ع�ن لم�ع�ت�و龵 ح�ت�ى  لقلم�

 )سنن لترمذ(  ي�ع�ق龵ل
 
Artinya: Muhammad bin Yahya al-Qutha’i al-Bashri telah menceritakan 

kepada kami dari Bisyru bin Umar dari Hammam dari Qatadah dari 
Hasan al-Bashri dari Ali bahwasanya Rasulullah bersabda: 
diangkat pena (hukum) dari tiga kelompok, dari yang tidur hingga ia 
bangun, dari anak kecil hingga ia dewasa, dan dari orang gila 
hingga ia sembuh”. (HR. Al-Tirmidzi).11 

 

Dari hadits tersebut di atas dapat dipahami bahwa Allah 

menghilangkan taklif (pembebanan hukum) dalam tiga keadaan, di antaranya 

dari anak kecil hingga ia dewasa. Ini menjadi petunjuk yang jelas bahwa anak 

kecil tidak dibebani untuk melaksanakan suatu hukum (syari’at Islam). Dengan 

kata lain hukum syari’at itu memaafkan/tidak membebani anak-anak yang 

belum ihtilam (dewasa).12 

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam hukum Islam anak yang belum 

dewasa secara umum tidak dapat dijatuhi sanksi hukuman atas segala 

tindakannya. Berbeda halnya dengan hukum positif di Indonesia yang 

mengatur tentang perlindungan anak hanya diberikan hak istimewa berupa 

pengurangan dari jenis sanksi hukum yang diberikan orang dewasa, atau 

dengan kata lain, dalam hukum positif anak-anak tetap dapat dituntut dan 

                                                
11Abi ‘Isa Muhammad bin ‘Isa bin Saurah, Sunan al-Tirmidzi, (Beirut: Dar al-Kutub al-

‘Ilmiyah, 1987),  juz IV, h. 24  
12Abd al-Qadir Audah, al-Tasyri al-Bina’I al-Islami, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 

1997),  juz I, h. 382 
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dipidana sebagaimana orang dewasa, hanya saja hukuman maksimalnya tidak 

lebih dari ½ (satu perdua) dari hukuman maksimal orang dewasa.  

Bertolak dari uraian tersebut di atas, terlihat adanya beberapa 

permasalahan hukum dan hubungannya dengan perlindungan anak yang perlu 

dikaji secara luas dan mendasar terutama dalam hal konsep kedewasaan dan 

hubungannya dengan kecakapannya bertindak hukum, serta bagaimana pula 

bentuk hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku pidana anak yang digunakan 

dalam hukum positif Indonesia sebagai sebuah aturan hukum yang menjadi 

penegak hukum terutama bagi pelaksanaannya di Lapas Tanjung Pati. 

Permasalahan inilah yang memotivasi penulis untuk melakukan penelaahan 

lebih lanjut dalam bentuk tesis dengan judul “Perlindungan Terhadap Anak 

Pelaku Tindak Pidana di Lapas Tanjung Pati Perspektif Hukum Positif 

dan Hukum Islam”.   

 
B. Rumusan dan Batasan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis kemukakan secara 

umum terlihat adanya beberapa perbedaan antara konsep perlindungan anak di 

Lapas Tanjung Pati. Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan anak di Lapas Tanjung Pati 

sebagaimana yang diatur dalam hukum positif?  

2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan perlindungan 

anak di Lapas Tanjung Pati? 
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Bertitik tolak dari rumusan masalah di atas, agar lebih terarahnya 

pembahasan ini, maka penelitian ini penulis batasi hanya pada pelaksanaan 

perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Lapas 

Anak Kelas II B Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota yang terdapat 

dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu  

Pasal 59 ayat 2 tentang Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan 

dengan hukum dan Pasal 64 perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan 

dengan hukum. 

 
C. Definisi Operasional  

Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah yang perlu dijelaskan 

dalam rangka menghindari kesalahpahaman dalam memahami tentang 

pengaturan yang dimaksud dalam judul tesis ini istilah tersebut adalah:  

Perlindungan anak  :  Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi 

anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh 

berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal 

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, 

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskrimasi.13 

Anak  :  Menurut UU perlindungan anak ialah seseorang 

yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 

termasuk anak yang masih dalam kandungan.14 

                                                
13UU. Nomor 35 Tahun 2014 tentang  Perlindungan Anak,  Op.Cit, h. 54  
14Ibid.,  h. 3  
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Anak menurut UU peradilan pidana anak ialah orang 

yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 

8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 

(delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.15 

Hukum Positif   :  Hukum adalah peraturan-peraturan yang merupakan 

ketentuan perintah dan larangan, yang menimbulkan 

hak dan kewajiban.16 Hukum juga merupakan 

Undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk 

mengurus pergaulan hidup masyarakat.17Hukum 

yang berlaku dalam suatu negara, bisa dalam bentuk 

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau 

Keputusan Menteri, yang penulis maksud hukum 

positif dalam penelitian ini adalah ketentuan hukum 

yang berkenaan dengan perlindungan anak, 

khususnya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak dan UU No. 35 Tahun 2014 

tentang Perlindungan Anak. Alasannya ialah karena 

menurut penulis berdasarkan peraturan-peraturan di 

ataslah penelitian ini bisa diatur secara rinci, khusus 

terhadap pelaksanaan perlindungan anak pelaku 

                                                
15UU. Republik Indonesia, Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak, (Bandung: Fokusmedia, 2014),  h. 106 
               16Pipin Saripin, Pengantar Ilmu Hukum, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h.27 
               17NE ALG, H.R.W.GOKKEL, Kamus Istilah Hukum, Penerjemah Saleh Adiwinto, dkk., 
(Jakarta: Bina Citra, 1983), h.406 
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tindak pidana di Lapas Tanjung Pati.  

Perspektif  :  Berasal dari bahasa Inggris, yaitu perspective, yang 

berarti pandangan, pemandangan.18 Dalam Kamus 

Bahasa Indonesia berarti sudut pandangan.19 

Hukum Islam :  Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan 

sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf 

yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua 

yang beragama Islam.20 

 

 
Berdasarkan penjelasan di atas, maka secara utuh yang penulis maksud 

dengan judul tesis ini adalah perlindungan hukum yang diberikan terhadap 

anak pelaku tindak pidana di Lapas Tanjung Pati berdasarkan UU No. 35 

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan hukum  Islam.  

 
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban 

terhadap permasalahan yang telah dirumuskan di atas, yaitu 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan anak sebagaimana yang 

diatur dalam Hukum Positif di Lapas Anak Tanjung Pati  

2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap perlindungan anak 

di Lapas Anak Tanjung Pati 

 
  

                                                
18Joyce M. Haw KIns, Kamus Dwi Bahasa, (Jakarta: Erlangga, 1996),  h. 248  
19Anonim, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990),  h. 675  
20Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997),  h. 3 
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Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:  

1. Sebagai motivasi bagi penulis dalam mengembangkan ilmu, selama di 

dapat di bangku perkuliahan. 

2. Diharapkan memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan 

hukum, khususnya Hukum Pidana Islam serta dapat menjadi bahan 

referensi bagi kalangan hukum khususnya dan masyarakat luas pada 

umumnya. 

3. Diharapkan agar penelitian ini berguna bagi aparat penegak hukum dan 

praktisi hukum, dalam mewujudkan kesadaran hukum, khususnya masalah 

pemidanaan terhadap anak, serta masalah perlindungan anak. 

 
E. Tinjauan Kepustakaan 

Dalam kajian kepustakaan yang penulis lakukan penulis berusaha 

membaca tesis-tesis yang ada, untuk mencari apakah tesis yang penulis bahas 

sudah dibahas orang lain, dari hasil telah yang penulis lakukan. Penulis 

menemukan tesis pandangan Hukum Islam terhadap perlindungan hukum 

terhadap anak yang dibahas oleh Mushthafa BP. 08806774, Perlindungan 

Hukum terhadap Anak dan Aplikasinya pada PN Klas 1A Padang dalam 

Perspektif Hukum Islam. Tesis tersebut membahas bagaimana perlindungan 

yang diberikan kepada Anak Korban Tindak Pidana. 

Maksud dari keseluruhan judul itu adalah bagaimana perlindungan 

terhadap korban tindak pidana dalam UU. No .23 Tahun 2002. Sementara 

yang akan penulis teliti dalam tesis penulis adalah “Perlindungan Terhadap 
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Anak Pelaku Tindak Pidana di Lapas Tanjung Pati Perspektif Hukum Positif 

dan Hukum Islam”.  

Yang penulis maksud dari judul tersebut adalah bagaimana 

Pelaksanaan perlindungan anak di Lapas Tanjung Pati dalam Undang-undang 

No. 35 Tahun 2014 dan Pandangan hukum Islam terhadap perlindungan anak 

yang menjalani pidana penjara di Lapas Tanjung Pati. 

 
F. Metode Penelitian 

Untuk mendapatkan bahan-bahan dan data-data yang valid dan 

kongkrit, serta jawaban yang objektif dan ilmiah, maka penulis menggunakan 

metode sebagai berikut: 

1. Pendekatan Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

pendekatan socio legal research approach yakni pendekatan terhadap 

masalah melihat norma-norma/ketentuan hukum yang berlaku, kemudian 

dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang akan diteliti. 

Pendekatan ini dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan untuk 

memperoleh data primer mengenai perlindungan hukum terhadap anak 

yang menjalani pidana penjara di Lapas Tanjung Pati. 

 
2. Sumber dan Jenis Data 

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah berupa data 

primer dan data sekunder. 
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a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, yang 

berhubungan dengan perumusan masalah penelitian. Data ini diperoleh 

dengan melakukan wawancara dengan responden, yaitu petugas-

petugas Lembaga Permasyarakatan Anak Tanjung Pati Kabupaten 

Lima Puluh Kota, dan anak-anak yang menjalani pidana penjara. 

b. Data sekunder, yaitu data yang didapat melalui penelitian kepustakaan 

(library research) yang berhubungan dengan masalah perlindungan 

hukum terhadap anak yang menjalani pemidanaan di lembaga 

pemasyarakatan anak. Data sekunder ini berupa:  

1) Bahan hukum primer, bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti 

perundang-undangan, dalam hal ini adalah undang-undang Nomor 

12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang- Undang Nomor 

11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang- 

Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1999 

tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 

Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata 

Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. 

2) Bahan hukum sekunder, terdiri dari buku-buku teori, hasil-hasil 

penelitian, dan pendapat para ahli yang berhubungan dengan 

penulisan. 
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3) Bahan hukum tersier, dalam hal ini penulis menggunakan kamus 

besar bahasa Indonesia (KBBI).21 

 
3. Teknik Pengumpulan Data  

Untuk mengumpulkan data dilakukan dengan cara:  

a. Studi Dokumen 

Yaitu dengan menelaah dan menganalisis data tertulis yang ada 

seperti buku-buku teori, pendapat ahli, dan dokumen lainnya yang 

dengan masalah yang diteliti. 

 
b. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang berkompeten 

dengan masalah penelitian, dalam hal ini petugas Lembaga 

Pemasyarakatan (LAPAS Anak), anak pelaku tindak pidana, serta 

beberapa petugas keamanan Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanjung 

Pati Kabupaten Lima Puluh Kota. 

 
4. Metode Penentuan Sampel 

Metode yang penulis gunakan dalam menentukan sampel dalam 

penelitian ini adalah metode purposive sampling, sampel ditentukan secara 

tidak acak. Artinya sampel telah memenuhi unsur yang hendak diteliti. 

Adapun Populasi Narapidana anak yang menjalani pidana penjara di Lapas 

Tanjung Pati, sebanyak tiga puluh tiga orang napi anak (33 orang), anak 

                                                
21Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2004), h. 31-32   
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pelaku tindak pidana di Lapas Tanjung Pati berjumlah 17 orang anak 

pidana, sedangkan yang menjadi sampel dalam penelitian penulis 

sebanyak 10 orang anak pelaku tindak pidana. Penggunaan purposive 

sampling ini ditunjukan untuk memperoleh informasi secara sengaja sesuai 

dengan tujuan penelitian. Populasi dan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pihak-pihak yang berkaitan dengan perumusan 

masalah seperti anak-anak yang menjalani pidana di Lapas Anak Tanjung 

Pati Kabupaten Lima Puluh Kota. 

 
5. Pengolahan Data 

Seluruh data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, maupun 

studi lapangan akan diolah dengan menggunakan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a. Editing, yaitu memeriksa data yang diperoleh untuk menjamin apakah 

data itu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. 

b. Coding, tujuannya untuk memilah dan mengelompokkan data yang 

sesuai dengan sub-sub bahasan yang diarahkan untuk menggambarkan 

jawaban dari perumusan yang telah ditetapkan. 

 
6. Analisis Data 

Semua data dan bahan yang diperoleh dari penelitian disusun dan 

dianalisis secara kuantitatif, dengan berpedoman pada peraturan 

perundang-undangan, pendapat para ahli hukum, dan tentu saja pada 

penelitian yang penulis lakukan, serta pengetahuan yang dimiliki. 


